
 

 

 

 

 

 

WALIKOTA PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 9 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja 
aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan 
Olahraga Kota Pasuruan maka perlu mengubah 
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar 
dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4535); 

 

 

3.  Undang-Undang … 

 

SALINAN 



- 2 - 

 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4966); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5067); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4241); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4702); 

 

11.  Peraturan … 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 
tentang Pengembangan Kewirausahaan dan 
Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana 
dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5238); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887; 

13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 140); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 
Tahun 2015 tentang Kepariwisataan (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2016 Nomor 12); 

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 

Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65); 

19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2018 Nomor 3); 

 

20.  Peraturan … 
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20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 
2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 
PASURUAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, PEMUDA 
DAN OLAHRAGA. 

 
 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Walikota Pasuruan 
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan 
Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69), diubah 
sebagai berikut: 
 
- Di antara ketentuan huruf e dan huruf f Pasal 19 

disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, sehingga 
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 19 

 
Seksi Olahraga mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kerja seksi; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
keolahragaan; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan 
pembinaan organisasi keolahragaan; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan 
penyelenggaraan kompetisi olahraga; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi 
pengembangan prestasi olahraga; 

e1. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi 
pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan 
sarana olahraga; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan 
pemberian penghargaan pelaku olahraga; 

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
seksi; dan 

 

 

h.  melaksanakan … 
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h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 
 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 3 Januari 2018 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

ttd. 
 
 

SETIYONO 
 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 3 Januari 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
ttd. 

 
 

BAHRUL ULUM 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 9 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
Ttd, 

 
YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si 

Pembina Tk. I 

NIP. 19681027 199403 1 008 


